SALINAN

BUPATI KARANGAWYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR Sy
‘ NOMOR f)‘é TAHUN 2019 B
TENTANG |

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

Memmbang : -
LAl _ayat ; (2),. Pasal 22 ayat (3), : | | Pasal 25 i

Peraturan  Daerah Kabupaten | Karanganyar, o

i Menglngat '_

’ TANGGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI KARANGANYAR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Pasal 18

: Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung
y'ngawab Sos1a1 ; Perusahaan, perlu R menetapkan‘
Peraturan Bupat1 - tentang | Petunjgk _ Pelaksanaan e

k Peraturan 7 Daerah Nomor 27 Tahun - 2015
- tentang ‘ Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial

| » Perusahaan

- 1. kUndang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang o

i Pembentukan - Daerah daerah Kabupaten - dalam
‘ 'ngkungan Prov1n51 Jawa Tengah

= 2 AUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha M111k Negara (Lembaran ‘Negara Repubhk -
Indones1a Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran :
~ Negara Repubhk Indonema Nomor 4297) 5

o 3 3 Undang-Undang ‘Nomor 25 “Tahun 2007 tentang‘

~ Penanaman Modal (Lembaran 'Negara Republik
5 ,"Indonema Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran
' Negara Repubhk Indone31a Nomor 4297),



Undang-Undang Nomor ‘40‘ 'Tahuh 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

vIndone51a Tahun - 2007 Nomor 106, Tambahan’

- ;Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4756)

o ,Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 7
4 Perhndungan dan Pengelolaan Llngkungan Hldup o
: (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 '

7 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Repubhk B

' Indonesia Nomor 5059);

.’fUndang—Undang Nomor 13 Tahun 2011 téntang B
~ Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

L Indonesié Tahun 12011 NomOr ‘83, Tambahan
’ Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 5235), |

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk ,
| Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587)

. sebagalmana telah dlubah beberapa ‘kali terakhir

» Vdengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

i "‘fPerubahan Kedua Atas. Undang-Undang Nomor 23

yTahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran
: ’Négara R'epublik'k Hidonesia Tahun 2015' Nomor 58,

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
 Nomor 5679); , | |
' Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

3 Standar ’Akkunt_ans1 Pemerintahan ,(Lembaran Negara .
'Republik - Indonééia “Tahun 2010 "Nombi' 123,
: }Tambahan Lembaran Negara Repubhk In‘do"nesia
Nomor 5165); SR e
. Peraturan Pemermtah Nomor a7 Tahun 2012 tentang e

: MTanggung Jawab Sos1al Perusahaan (Lembaran Negara

e Repubhk Indonesia Tahun ‘2012 Nomor 89, Tambahan -

e Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5305), :

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
V‘Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran
: Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3,

o Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

'Nomor 5);



Ménetapkan I

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 |

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN  DAERAH KABUPATEN ~ KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

| BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ABupati ihi, ya‘ng'dimaksud dengén:'

L.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang men_]adl

kewenangan daerah otonom

. Bupati adalah Bupati Karanganyar |

Perangkat Daerah yang adalah perangkat daerah pada

' Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya
disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang
melekat pada setiap perusahaan untuk tetap

menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang

sesuai dengan nilai,‘ norma, budaya masyar'akat;
| setempat dan lingkungan. |
' Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik

_yang didirikan . berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan = maupun  perjanjian  yang

melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal,

~ bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau

jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.



7.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dlsmgkat ,
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebaglan o

o “ ‘besar modalnya d1m1hk1 oleh negara mela1u1 ‘penyertaan

‘secara langsung yang berasal dar1 kekayaan negara

yang dlplsahkan 7 - v
; | Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya d1smgkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya d1m111k1 oleh Pemenntah Daerah P
- melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan
; Ukekayaan daerah yang d1plsahkan |

. Forum komumka31 TJSP adalah Orgamsam atau forumk"

fkomumkam yang dibentuk beberapa perusahaan yang

L melaksanakan program TJSP dengan maupun tanpa

mehbatkan pemangku kepentmgan sebaga1 wadaha 0

, " ,g,komumkam, konsultas1 dan evalua31 penyelenggaraan‘
al‘TJSP : S

100

Cabang Perusahaan adalah Pefuéahaan' yang

| jmerupakan unit atau bagian dari ‘perusahaan" induknya 7

,‘yang dapat berkedudukan dltempat yang berlainan den A

Vdapat ber31fat berdm sendm atau bertugas untuk

. ffmelaksanakan sebaglan ~ tugas ‘dari pcrusahaan '

 induknya.

BABI
RUANGlJNGKUP

Pasal 2

e Ruang hngkup Peraturan Bupat1 ini mehpun

BRI~ W
b

Forum Komumkam TJd SP di Daerah

perencanaan, pelaksanaan, momtonng, evalua51, dan ,

pelaporan, -

L penghargaan

. pengenaan sank31 admlmstratlf



| | 'BABIII |
FORUM KOMUNIKASI TJSP DI DAERAH

Pasal 3

(1) Pembentukan Forum AKomunikasi TJSP difasilitasi
Bupati. . '

(2) Pembentukan Forum Komunikasi TJSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Perangkat Daerah,
Perwakilan Perusahaan,v Perwakilan Asosiasi
Perusahaan Perwakilan Akademisi, dan Perwakilan
‘Tokoh Masyarakat. o

(3) Bupati menunjuk p1mp1nan rapat sebagai Ketua Forum
Komunikasi TJSP. '

(4) Struktur organisasi Forum Komunikasi TJSP di Daerah

- terdiri dari : |

a. pelindung;

b. pengarah;
c. ketua;

d. wakil ketua;

e sckretaris;
f. wakil sekretaris;
g. bendahara; dan
‘h. nggota |

(5) Susunan keanggotaan Forum TJSP terdiri dari :
o a Pehndung : Bupati Karanganyar

b. Pengarah : Wakil Bupati Karanganyar
c. Ketua ' : Sekfetaris Daerah
d Wakil Ketua : Asisten Pembangunan
€. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan
e. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan
, ‘Rakyat |
f Wakﬂ Sekretaris II: Perwakllan Perusahaan
g Anggota v ‘
(6) Anggota sebagaimana dimaksud‘ pada ayat (5) huruf g
 terdiri dari Perangkat Daerah, Perwakilan ‘Perusahaan,
Pefwakilan Asosiasi Perusahaan, Perwakilan Akademisi,
dan Perwakilan Tokoh Masyarakat.



(1)

@

@

(7 ) Bldang ker_]a F‘orum komumkam TJ SP terd1r1 dan

a. bldang sosml
b bidang ekonom1 dan .

c. bldang bma 11ngkungan

: Pasal 4 v
Dalam rangka mclancarkan dan mendukung Tugas
Forum Komun1kas1 TJSP dlbentuk Sekretarlat Keglatan |
Forum Komun1kas1 TJSP S . o
Sekretarlat ~ Keglatan Forum Komun1kas1 TJSP

sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) berada pada

i vPerangkat Daerah ; yang memb1dang1 » urusan ‘
k perencanaan dan pembangunan Daerah |

Anggota Sekretanat Keglatan Forum Komun1kas1 TJSP e

terdm dan unsur

a. Pemenn‘tah,

b. perusahaan; dan

c. ;vrnasyai'akat. I

@

Susuhan Organisasi Sekretarlat Keglatan Forum "

' Komun1kas1 TJ SP terd1r1 dar1

- ;'a ketua;

.,_‘\‘(5)

‘o

 b.wakil ketua;
~ b. sekretaris; dan

c. anggota. L » T
Pembentukan, ‘suSunari 'organisasi tata kerja dan |

keanggotaan Sekretariat Kegiatan Forum Komumkam :

’TJ SP dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

Tugas pokok Sekretanat Keglatan Forum Komun1kas1‘
TJSP adalah:

Coa membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan

g pemantauan dan evaluasi TJ SP; dan -
b. memfas1htas1 rapat—rapat dan koordlna31 tmdak, ‘
lanjut rencana pelaksanaan TJ SP ’

Untuk melaksanakan tugas pokok Sebagaimana .

_'_dlmaksud pada ayat 6), Sekretanat Kegiatan Forum

. ’Komumkam TJSP mempunyal tugas sebaga1 berikut:

‘ . ', ‘a. menyusun program kcrj‘a Forum ko}mun1kas1 TJSP;



(1)

(2)

1

. mengumpulkan data program Pemerintah, Program

perusahaan pelaksana TJSP dan penyuSurian skala

prioritas program;

. mengumpulkan data,} mengolah data, inenyajikan

data, ’dan‘ pengiriman laporan perkembangan

program TJSP;

. mengolah dan menyelenggarakan teknis fapat—rapat,

Berita Acara KeputuSan Bersama, Notulen Rapat
Forum Komunikasi TJSP dan notulen rapat Forum
Komunikasi TJSP; dan

menyelenggarakan teknis administrasi, pembukuan,

dan ketatausahaan.

BAB IV
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN |
| Bagian Kesatu

Perencanaan

| Pasal 5
Perencanaan Kegiatan Program TJSP yang dibuat oleh
pefusahaan disinérgikan dengah program prioritas
Pembangunan Daerah. | | . |
Langkah-lahgkah untuk - mencapai sinergitas

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

(1)

berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis yang
ditetapkank oleh ‘Kepéla Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perencanaan dan pembangunan
daerah. | ‘

| Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di

, Daerah baik BUMN dan/atau BUMD dan perusahaan

swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan

‘barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSP.



(2) Pelaksanaan TJSP sebagalmanan dimaksud  pada

(1)

ayat (1) sebaga1 berikut :

a. Sekretariat Kegiatan Forum Komunikasi TJSP
‘mengkoodinasikan dan menyusun daftar kegiatan
priofitas uﬁtuk disampaikan kepada Forum
Komunikasi TJSP sebagai dasar arahan program
dan keglatan yang akan dilaksankan oleh
perusahaan; .

b. perusahaan melaksanakan program/kegiatan TJSP
dan d1mon1tor oleh Forum Komunikasi TJSP;

c. Forum Komunikasi TJSP menfasilitasi pembuatan‘
Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan dan Berita acara
Penyerahan kegiatan TJSP. ‘

Bagian Ketiga

Mo'nitori‘ng,‘ Evaluasi dan Pelaporan

‘ Pasal 7
Forum .Komunikasi' melakukan monitoring dan
evaluasi méliputi:
a. mengawasi pelaksanaan Program/Kegiatan TJSP
~ dan penyerahannya v ' |
b. melakukan pendampmgan dalam pelaksanaan
TJSP.

(2) Forum Komunikasi TJSP melaporkan perkembangan

pelaksanaan TJSP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun kepada Bupati.

BABV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

- Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 8

Bentuk penghargaan kepada Perusahaan berupa :

a. piagam/ sertifikat yang ditandatangani Bupati;

b. diinformasikan di mesia masa; dan/atau;



: c. Pemberlan kemudahan dan/ atau fasﬂtas tertentu yang S

e ,<1)

- @

-

= menjad1 kewenangan Daerah

Bag1an Kedua ol -
Tata Cara Pemlalan, Penommasmn dan Penetapan

Perusahaan yang Berhak Menerlma Penghargaan

L Pasal 9 , e S
Pembenan penghargaan TJSP dllaksanakan dengan; :
mengadakan pen1la1an A terhadap calon _penerima

penghargaan TJ SP

Kriteria - penenma penghargaan TSP dlsusun oleh e

Forum Komunikasi TJ SP

Penllalan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1)

7‘_d11akukan oleh T1m Pemlal yang dltetapkan oleh

: vaeputusan Bupati.

@
o unsur—unsur sebagalrnana d1maksud pada ayat (2) s

Calon penenma penghargaan setelah dlselekm sesuai

d1usulkan kepada Bupat1 untuk d1tetapkan dengan

e erputusan Bupat1

BAB VI

3 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

!

‘:a,-terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaranv g

. 5

‘ Pasal 10 -

Bupatl berwenang menjatuhkan sanks1 admlmstrasr R

fterhadap pelaksanaan TJSP sebaga1mana dlmaksud

dalam Pasal 6 ayat (1).

”Sank51 administrasi - sebagmmana dlmaksud pada: :
‘ayat (1) dlbemkan kepada perusahaan yang tidak
| melakukan pelaksanaan Program TISP.

;Sanks1 admlmstratlf sebagmmana ayat (1), berupa

a. teguran hsan dan : '

- b. teguran tertuhs , _

,Teguran hsan dlbenkan kepada Perusahaan/ badan
':usaha apablla dalam Waktu 1 (satu) Tahun tidak

melaksanakan Program TJ SP



(5) Teguran tertulis diberikan apabila setelah diberikan
teguran lisan, perusahaan tidak melaksanakanf
Program TJSP 1 (satu) tahun berlkutnya

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

- | . Pasal 11 |
Peraturan ‘Bupatif ini mulai berlaku pada  tanggal

diundangkan.

Agar“ setiap orang mengetahﬂinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan
penempatannya  dalam Berita ‘Daerah  Kabupaten

Karanganyar.

D1tetapkan di Karanganyar

 pada tangga_l A0 J)(F}W Ao/4g

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar ‘ S

pada tanggal Ao _Dema/lb% o?/O (9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ‘
ttd

SUTARNO | |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 4

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
- /E%%R R}AT DAERAH

] N} ARANGANYAR
,@PA@B ‘

NIP 19750511 1\99903 1009



